Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Teras Terunjam, 25 Oktober
1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Desa Teras Terunjam, Kecamatan Teras
Terunjam, Kabupaten Mukomuko, sebagai

Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tapanuli selatan, 10 Agustus 1988,
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan
SLTA, tempat tinggal Desa Bunga Tanjung,
Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten

Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07
Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko
pada tanggal 08 Januari 2021 dengan register perkara Nomor
16/Pdt.G/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin
tanggal 14 Januari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor
6/06/1/2013, tertanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam,
Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara perawan dan
jejaka;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik
talak;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah, dalam pernikahan
tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1
orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober
2013, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak
anak lahir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis;

5. Bahwa, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak peduli
dengan kebutuhan rumah tangga dan anak, dan Tergugat sering
pergi-pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat
dengan alasan kerja yang menyebabkan Tergugat jarang pulang ke
rumah;

6. Bahwa, pada bulan Oktober 2014 Tergugat mendatangi Penggugat di
rumah orangtua Penggugat, Penggugat berharap Tergugat memberi
selamat ulang tahun pertama anak Penggugat dan Tergugat, namun di
depan keluarga, Tergugat hanya menjelaskan keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, Tergugat merasa tidak cocok tinggal di Teras
Terunjam, dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama
Penggugat dan memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat

secara baik-baik.
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7. Bahwa, semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,
Penggugat sekarang tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa
Teras Terunjam, Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko
sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Desa Bunga
Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko;

8. Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir
maupun nafkah batin lagi kepada Penggugat, yang sampai sekarang
sudah berlangsung kurang lebih selama 6 tahun;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sekarang telah
menikah lagi

10. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa
teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat
taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1),
(2) dan (4);

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'l Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Subsider:
Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
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menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Nomor 6/06/1/2013 Tanggal 14

Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Desa Teras Terunjam, Kecamatan Teras
Terunjam, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat ;
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- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai
suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari
2013, saksi hadir pada saat mereka menikah dan sesaat setelah akad
nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ada 1 orang anak, sekarang
ikut dengan Penggugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orangtua Penggugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat
dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak mereka lahir
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat, tetapi sepengetahuan saksi saat ini
Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat
mengatakan kepada saksi bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi
dengan wanita lain ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat setahu saksi adalah karena masalah ekonomi, menurut
cerita Penggugat Tergugat malas bekerja, Tergugat sehari-harinya
hanya dirumah saja ;

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, selama itu
Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta benda yang
ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada
Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
Penggugat dibantu oleh keluarganya;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar
rukun kembali, namun tidak berhasil, pihak keluarga juga sudah sering

menasehati tetapi tetap tidak berhasil ;
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Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Desa Tras Terunjam, Kecamatan Teras
Terunjam, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai
suami isteri yang sah ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013, saksi
hadir pada saat mereka menikah dan saksi juga mendengar Tergugat
ada mengucapkan sughat taklik talak sesaat setelah akad nikah ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak,
sekarang diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan
Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah anak
mereka lahir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis
lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat setahu saksi adalah karena masalah ekonomi,
Tergugat juga malas bekerja ;

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya dan Penggugat bercerita
kepada saksi bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita
lain ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar

rukun kembali, namun tidak berhasil;
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- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan
tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti
nafkah Tergugat kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh keluarganya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P”, maka harus dinyatakan
telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih
terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona
standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat
dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam
perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat
gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah
melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan
kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan
menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah
diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat
bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka
perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Mukomuko untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah
yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132
Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam,
tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di
persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil’kuasa hukumnya
untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu
halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan
patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama
dalam kitab “al-Anwar”, juz Il, halaman 149, yang berbunyi:

gl akdhy Aoy 3R plaw i oy 4 Siad) B3 G

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi
atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat
yang diajukan dan memberikan keputusannya’;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh
Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh
prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga
tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
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Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para
pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila
kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti “P” (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah
terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat adalah sebagai berikut : bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 14 Januari 2013 dan
setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; bahwa
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun
setelah itu rumah tanggah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan harmonis disebabkan Masalah ekonomi yaitu Tergugat yang
malas bekerja dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai
gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 6 tahun Tergugat tidak
pernah kembali dan membiarkan Penggugat dengan tidak mengirim nafkah
dan tidak meninggalkan harta benda apapun yang dapat digunakan sebagai
nafkah bagi Penggugat; bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut
Penggugat tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar iwadl Rp.
10.000,- sebagai pengganti talak Tergugat;
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi
masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang
telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan
hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, dan Tergugat
terbukti pula mengucapkan sighat Ta’'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena alat-alat bukti tertulis tersebut
diatas telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah
dewasa dan bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya
mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama
lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal
dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 171 ayat 1
dan 2, pasal 172, pasal 175 dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan
Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas,
Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah
tanggal 14 Januari 2013, telah dikaruniai 1 orang anak dan setelah akad
nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis, karena masalah ekonomi yaitu masalah ekonomi dan

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah
berlangsung selama 6 tahun dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan
tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan
oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah yang diberikah oleh Tergugat;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
berkomunikasi lagi;

- Bahwa untuk kehidupannya Penggugat dibantu oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk
didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan
kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai

oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran
terhadap sighat taklik angka 1, 2 dan 4 yang telah dibaca dan ditanda
tangani oleh Tergugat setelah akad Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat dalam
Kitab Syargowi ala al Tahrir juz 1l halaman 302 yang berbunyi:

Artinya :Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu

dengan terwujudnya sifat tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan bagi
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 116 huruf g Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat agar diceraikan dari

Tergugat cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan
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jatuh talak satu khul'i Tergugat dengan Penggugat dan dengan kewajiban
Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa  Penggugat telah membayar uang iwadl
sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir
tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan
hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap
dikesampingkan

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Mukomuko pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.l., M.H. dan Lailatul
Marhumah, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
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Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia
Elsiana, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.l., M.H. Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I.
Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses ‘Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 350.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 9.000,00
Jumlah :Rp 494.000,00

(empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
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